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Proses perencanaan pembangunan melalui Lembaga Masyarakat Adat Suku Mee (Lemasme) di kampung
Kebo wilayah adat Pantai Utara, distrik Pantai Timur, kabupaten Pantal pasca otonomi daerah merupakan
langkah awal dari pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab. Hal ini dirasakan bagi mereka/orang-
orang yang seakan-akan telah lama dipaksa tunduk/takluk dan baru merasa/menikmati alam demokrasi
karena mereka diberikan kebebasan bersuara menurut keinginan mereka tanpa intervens dari pihak lain.
Sebelum dikeluarkan UU Otonomi Daerah No. 25 Tahun 1999 sistim perencanaan yang partisipatif, aspiratif
yang ditetapkan melalui permendagri No 09 Tahun 1982 rupanya telah dimanipulasi oleh pusat untuk
kepentingan tertentu yang kemudian telah menempatkan masyarakat hanya sebagai objek yang diam dan
bisu dimana mereka jarang digjak untuk menunjukkan/menyampaikan keinginan, aspirasinya dalam setiap
usulan program pembangunan sebagai hak warga negara untuk memperoleh manfaat dari pembangunan
bahkan pemerintah di daerahpun menerima dan menjalankan keinginan dari atas. Bentuk partisipasi
umumnya dimobilisasi dalam melaksanakan dan menerima kehendak luar tanpa diikutkan dalam
perencanaan oleh sebab itu sifat partisipasi hanya mendukung keinginan pusat dengan fal safahnya
masyarakat yang baik adalah masyarakat yang mendukung dan mengikuti apa yang dirancang oleh Pusat
melalui Bappenas. Meskipun telah dikeluarkan UU Otonomi Daerah No. 25 Tahun 1999 dimana sistim
perencanaan yang partisipatif, aspiratif dipandang perlu dibangun sesuai dengan keberadaan sosial budaya
lokal dengan melibatkan stakeholder dan grassroot namun dalam belum dapat diwujudkan pemerintahan
yang bersih (good governance).

Tesisini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai bentuk, tingkat dan faktor pendorong,
penghambat partisipasi suku Mee dalam proses perencanaan pembangunan melalui lembaga masyarakat
adat dengan mengacu padateori serta upaya atau mengetahui dan memahami cara apa yang telah dilakukan
dan dapat dilakukan agar kesempatan masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan di
kampung Kebo dan wilayah adat Pantal Utara dapat |ebih terwujud.

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber
datanyaialah informan yang didukung oleh dokumen serta pustaka. Informan-informan penting yang
menjadi sampel penelitian ini adalah mereka yang terlibat dalam musyawarah adat (MA), teknik
pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observas dan studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk partisipasi suku Mee dimobilisasi oleh pemerintah
dan Lemasme (Lembaga Masyarakat Adat Suku Mee), dan dalam pelaksanaan musyawarah dan
pengambilan keputusan masih didominasi oleh personil Lemasme (Lemasme Masyarakat Adat Suku Mege)
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yang disebut "Tonawi" yang merangkap beberapa jabatan. Sementaraitu posisi masyarakat adat meskipun
telah diberikan kesempatan untuk terlibat dalam mengusulkan aspirasi program pembangunan, mereka
belum sepenuhnya memahami bahwa merekalah yang berhak mengambil berbagai keputusan.

Berangkat dari pemahaman diatas dan kondisi umum partisipasi suku Mee dalam perencanaan
pembangunan di kampung K ebo dan wilayah adat Pantai Utarajika dinilai berdasarkan DELAPAN
TANGGA PARTISIPASI MASYARAKAT menurut Arnstein menunjukkan bahwa tingkat partisipas suku
Mee dalam perencanaan pembangunan berada pada tangga pertama NON PARTICIPATION dan tangga ke
dua TOKENISME. Dengan pengertian bahwa dua tangga pada Non Partisipasi adalah bentuk-bentuk peran
serta yang dinamakan terapi dan manipulasi. Sedangkan di tingkat Tokenisme yaitu tingkat dimana peran
serta masyarakat didengar dan berpendapat, tetapi merekatidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan
jaminan bahwa pandangan mereka akan dipertimbangkan oleh pemegang keputusan. Peran serta pada
tingkat ini memiliki kemungkinan yang sangat kecil untuk menghasilkan perubahan pada masyarakat.
Pemahaman diatas dapat dirumuskan bahwa suku Mee telah menghadiri, mendengar dan mengusulkan
program pembangunan tetapi mereka tidak memiliki jaminan bahwa apa yang diusulkan dapat diterimaoleh
pengambil keputusan.

Penyampaian aspirasi masyarakat melalui Lemasme (Lembaga Masyarakat Adat Suku Mee) wilayah adat
dan kampung dapat berjalan karena masyarakat yang diundang telah hadir dan menyampaikan usulan
program pembangunan. Usulan yang disampaikan |ebih mengarah pada kepentingan umum wilayah
khususnya pembangunan sektor sosial. Hambatan yang dihadapi selain didominasi oleh tokoh lokal, diantara
masyarakat yang terlambat mengetahui informasi perencanaan pembangunan mudah merasakan dipasifkan
dan cenderung mencurigai bahwa hasil musyawarah dapat merugikan dan hanya mementingkan kelompok
tertentu (kerabat sgja@), namun demikian personality tokoh lokal dapat menetralisir. Oleh sebab itu yang
terpenting disini adalah membangun komunikasi dan konsultasi terlebih dahulu dengan tetap melibatkan
tokoh lokal yang merepresentas tiap dusun dan marga di kampung Kebo dan wilayah adat dalam proses
perencanaan pembangunan.



